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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kediri
tahun 2011-2015 dilihat dari: (1) Rasio Derajat Desentralisasi, (2) Rasio Kemandirian, (3) Rasio
Efektivitas PAD, (4) Rasio Keserasian, dan (5) Rasio Pertumbuhan.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kediri. Pengumpulan data
menggunakan metode dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan deskriptif kuantitatif dengan
rumus: Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Keserasian,
dan Rasio Pertumbuhan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Kabupaten Kediri tahun anggaran 2011-
2015 dilihat dari (1) Rasio Derajat Desentralisasi yaitu 7,43%, 8,13%, 11,35%, 14,29%, 12,56%
dinyatakan mengalami peningkatan (2) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah yaitu 8,03%, 8,85%,
12,80%, 16,68%, 15,69% dinyatakan baik (3) Rasio Efektivitas PAD yaitu 113,82%, 136,50%,
130,63%, 128,32%, 106,56% digolongkan sangat efektif(4) Rasio Keserasian diketahui atas belanja
operasional dan belanja modal yaitu 82,54%, 79,34%, 81,14%, 76,53%, 76,51% dan 16,94%, 20,27%,
18,32%, 17,80%, 23,23% dinyatakan sesuai dengan proporsi (5) Rasio Pertumbuhan Kabupaten Kediri
tahun anggaran 2011-2015 positif dan dinyatakan baik, tetapi pertumbuhan belanja modal ada yang
bernilai negatif pada tahun 2012-2013 yaitu -3,05%.

Berdasarkan simpulan hasil penelitian ini, direkomendasikan agar Pemerintah Kabupaten
Kediri dapat mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada maupun yang
belum diolah agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah untuk dapat dialokasikan ke sektor
pembangunan dan pelayanan masyarakat, serta diharapkan Pemerintah Kabupaten Kediri dapat
mempertahankan kinerjanya agar tidak terjadi penurunan rasio berikutnya.

Kata kunci: kinerja keuangan, rasio derajat desentralisasi, rasio kemandirian, rasio efektivitas PAD,
rasio keserasian, rasio pertumbuhan.

l. LATAR BELAKANG Daerah  Tingkat  Kabupaten  diberi
Setelah masa reformasi berakhir kewenangan yang luas dalam
muncul adanya tuntutan untuk memberikan menyelenggarakan semua urusan

kewenangan untuk mengatur sendiri
urusan  pemerintahan  masing-masing
daerah. Sesuai dengan adanya Undang-
undang Nomor 22 Tahun 1999 vyang
kemudian menjadi UU No. 32 Tahun 2004

tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah
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pemerintah mulai dari perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan, pengendalian
dan evaluasi kecuali kewenangan bidang
politik luar negeri, pertahanan keamanan,

peradilan, moneter, fiskal, agama dan
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kewenangan lain  yang  ditetapkan
Peraturan Pemerintah.
Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah di
atur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah
Nomor 105 Tahun 2000 menegaskan
bahwa pengelolaan keuangan daerah harus
dilakukan secara tertib, taat pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku, efisien,
efektif, transparan dan bertanggung jawab
dengan memperhatikan asas keadilan dan
kepatuhan.
Dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 telah

mendorong Pemerintah Daerah untuk lebih

keluarnya

memberdayakan semua potensi yang
dimilikinya dalam rangka membangun dan
mengembangkan daerahnya. Pemerintah
pusat telah memberikan otoritas yang lebih
besar kepada Pemerintah Daerah (Kota dan
Kabupaten) dalam  menyelenggarakan
pemerintahan dan mengelola keuangan.
Bidang-bidang pemerintah yang dapat
diserahkan kepada Pemerintah Kota atau
Kabupaten antara lain bidang pendidikan,
pekerjaan umum, Kkesehatan, pertanian,
perhubungan, industri dan perdagangan,
penanaman modal, lingkungan hidup,
pertanahan, koperasi, dan tenaga Kkerja.
Namun berbagai bidang tertentu masih
menjadi otoritas pemerintah pusat seperti
halnya masalah politik luar negeri, agama,
dan juga militer. Jadi kebijakam otonomi
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daerah telah melahirkan desentralisasi
sebagian terbesar kebijakan pengambilan
keputusan pusat ke daerah dengan salah
satu pertimbangan bahwa pemerintah
daerah yang mampu  mengetahui,
memahami, dan menilai kondisi daerahnya
sendiri.

Pemberian otonomi luas pada
daerah diarahkan untuk mempercepat
terwujudnya kesejahteraan  masyarakat
melalui peningkatan pelayanan,
pemberdayaan dan peran serta masyarakat.
Selain itu melalui otonomi luas daerah
diharapkan mampu meningkatkan daya
saing dengan memperhatikan prinsip
demokrasi, pemerataan, keadilan,
keistimewaan dan kekhususan serta potensi
keanekaragaman daerah.

Menurut Bastian (2001:335) untuk
dapat memberikan  pelayanan  dan
kesejahteraan yang maksimal dalam
otonomi daerah dapat diukur dengan Value
for money vyaitu meliputi penilaian
efisiensi,  efektifitas, dan ekonomis.
Efisiensi dan efektifitas anggaran belanja
merupakan salah satu prinsip dalam
penyelenggaraan anggaran dalam
organisasi.

Menurut Halim (2014) salah satu
alat untuk menganalisis kinerja pemerintah
daerah dalam mengelola keuangan daerah
adalah dengan melakukan analisis rasio

keuangan terhadap Anggaran Pendapatan
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dan Belanja Daerah (APBD) yang telah

ditetapkan dan dilaksanakan. Dalam

Peratuan Pemerintah 71 Tahun 2010

APBD adalah rencana keuangan tahunan

pemerintah daerah yang disetujui oleh

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR)

serta ditetapkan dalam Peraturan Daerah

(PERDA).

Menurut Halim (2014), Hasil
analisis rasio keuangan selanjutnya dapat
digunakan untuk:

1. Menilai kemandirian keuangan dalam
membiayai penyelenggaraan otonomi
daerah.

2. Mengukur efektifitas dan efisiensi
dalam  merealisasikan  pendapatan
daerah.

3. Mengukur sejauh mana aktivitas
pemerintah daerah dalam
membelanjakan pendapatan
daerahnya.

4. Mengukur kontribusi masing-masing
sumber pendapatan dalam pebentukan
daerah.

5. Melihat

perkembangan perolehan pendapatan

pertumbuhan dan

dan pengeluaran yang dilakukan
selama periode tertentu.

Penelitian yang telah dilakukan
oleh Pratima tahun 2015 dengan judul
Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja
Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen

Tahun  2009-2013. Hasil  penelitian
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menunjukkan bahwa rata-rata kemampuan
keuangan Kabupaten Kebumen masih
rendah.

Penelitian yang dilakukan oleh
Sijabat dkk. (2013) dengan judul Analisis
Kinerja Keuangan Serta Kemampuan
Keuangan Pemerintah Daerah Dalam
Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi pada
Dinas Pendapatan Daerah dan Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota
Malang Tahun Anggaran 2008-2012).
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa

kemampuan keuangan Kota Malang masih

belum optimal.

Adanya otonomi daerah
mengharuskan ~ Pemerintah  Kabupaten
Kediri wajib melaporkan

pertanggungjawaban keuangan daerahnya
untuk dinilai apakah Kabupaten Kediri
berhasil menjalankan tugasnya dengan
baik atau tidak. Analisis Kkinerja pada
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah (BPKAD) Kabupaten Kediri
adalah suatu proses penilaian mengenai
tingkat kemajuan penilaian pencapaian
pelaksanaan kegiatan Pemerintahan
Kabupaten Kediri dalam bidang keuangan
untuk kurun waktu tertentu. Berdasarkan
latar belakang tersebut, maka penulis
merumuskan masalah adalah Bagaimana
kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten
Kediri tahun 2011-2015 jika dilihat dari

Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio

simki.unpkediri.ac.id
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Kemandirian, Rasio Efektivitas PAD,
Rasio Keserasian dan Rasio Pertumbuhan.
Tujuan penelitian ini  adalah untuk
menganalisis dan mendeskripsikan kinerja
keuangan Pemerintah Kabupaten Kediri
tahun 2011-2015.

Il. METODE

Menurut  Sugiyono (2012: 3)
metode penelitian adalah “sekumpulan
peraturan, Kkegiatan, dan prosedur yang
dilakukan oleh pelaku suatu disiplin”.
Metode yang digunakan dalam penelitian
ini adalah Ex Post Facto.

Menurut Sugiyono (2009: 7) Ex
Post Facto adalah suatu penelitian yang
dilakukan untuk meneliti peristiwa yang
telah terjadi dan kemudian meruntut
kebelakang untuk mengetahui faktor-
faktor yang dapat menimbulkan kejadian
tersebut.
Teknik Analisis Data

Berdasarkan permasalahan yang
ada penelitian ini merupakan penelitian
deskriptif kuantitatif yaitu melakukan
perhitungan-perhitungan  terhadap data
keuangan yang diperoleh untuk
memecahkan masalah yang ada sesuai
tujuan penelitian. Penelitian ini
dimaksudkan untuk mengetahui Kinerja
Keuangan pada Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Kediri, adapun tolak ukur yang
digunakan dalam peneltian ini adalah:

Mirna Patmiasari| 13.1.02.01.0100
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1. Rasio Derajat Desentralisasi

Derajat Desentralisasi Fiskal atau
Otonomi  Fiskal Daerah  adalah
kemampuan pemerintah daerah dalam
rangka meningkatkan pendapatan asli
daerah guna membiayai pembangunan
(Halim, 2014). Derajat Desentralisasi
dapat diukur dengan rumus:

Rasio Derajat Desentralisasi
- Total Pendapatan Asli Daerah x100%

Total Pendapatan Daerah

2. Rasio Kemandirian
Rasio Kemandirian  Keuangan
Daerah menunjukkan tingkat
kemampuan suatu daerah dalam
membiayai sendiri kegiatan
pemerintah, membangun dan
pelayanan kepada masyarakat yang
telah membayar pajak dan retribusi
sebagai sumber pendapatan yang
diperlukan daerah (Halim, 2014).

Rumus yang dapat digunakan untuk

menghitung  Rasio  Kemandirian
adalah:
Rf;\)siodKemandi_rian
= Rendapatan Transer X 100%
3. Rasio Efektivitas PAD
Rasio Efektivitas PAD
menggambarkan kemampuan
pemerintah daerah dalam
merealisasikan PAD yang

direncanakan dibandingkan dengan

simki.unpkediri.ac.id
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target yang ditetapkan berdasarkan
potensi riil daerah (Mahmudi, 2014).
Semakin tinggi Rasio Efektivitas PAD,
maka semakin baik kinerja pemerintah
daerah. Rumus yang dapat digunakan
untuk menghitung Rasio Efektivitas
PAD adalah:

Rasio Efektivitas PAD

Realisasi PAD
=———  x100%
Anggaran PAD

. Rasio Keserasian

Menurut Halim (2014), Rasio
keserasian menggambarkan bagaimana
pemerintah daerah memprioritaskan
alokasi danannya pada Belanja
Operasi dan Belanja Modal secara
optimal. Semakin tinggi presentase
dana yang dialokasikan untuk Belanja
Operasi berarti presentase Belanja
Modal yang digunakan  untuk
menyediakan sarana prasarana
ekonomi masyarakat ~ cenderung
semakin kecil. Secara sederhana.
Rasio Keserasian dapat diformulasikan
sebagai berikut (Mahmudi, 2010):

Rasio Belanja operasi
_ ToOtal Belanja Operasi % 100%

~ Total Belanja Daerah

Rasio Belanja Modal
_ Total Belanja Modal

~ Total Belanja Daerah

x 100%

Mirna Patmiasari| 13.1.02.01.0100
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5. Rasio Pertumbuhan

Menurut Halim (2014), Rasio
pertumbuhan ini mengukur seberapa
besar tingkat kemampuan Pemerintah
Daerah dalam mempertahankan dan
meningkatkan keberhasilan yang telah
dicapainya dari periode ke periode
berikutnya. Dengan diketahui
pertumbuhan untuk masing-masing
komponen sumber pendapatan dan
pengeluaran, dapat digunakan
mengevaluasi potensi-potensi mana
yang perlu mendapatkan perhatian.

Rasio  Pertumbuhan  dapat
dihitung dengan menggunakan rumus

sebagai berikut:

Rasio Pertumbuhan PAD

PAD xp —Xp—
= =021y 100%
PAD Xp_q

Rasio Pertumbuhan Y Pendapatan

Pendapatan x,, — Xp—
= £ Pendapatan Xn — Xy gy,

> Pendapatan xp_4

Rasio Pertumb. Belanja Operasional
Belanja Operasional — Xp—
= =SB PEEs Rt I Fnciy 100%
Belanja Operasional t,_;

Rasio Pertumbuhan Belanja Modal
Belanja Modal x;, - Xp—1

= x 100%

Belanja Modal x4

Keterangan:
Xn = tahun yang dihitung.
Xn-1 = tahun sebelumnya

simki.unpkediri.ac.id
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I11. HASIL DAN KESIMPULAN

A. Rasio Derajat Desentralisasi

16,00%
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12,00% 11.35%
,00%

10,00%

8,13
soos 103 22
,00%
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4,00%
2,00%
0,00%
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Rasio Derajat Desentralisasi

Gambar 4.1
Grafik Trend Derajat Desentralisasi
Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun
Anggaran 2011-2015

Berdasarkan perhitungan rasio derajat

desentralisasi  Pemerintah ~ Kabupaten
Kediri tahun anggaran 2011-2015 yaitu
naik.

Dilihat dari hasil grafik. dapat
disimpulkan  bahwa Rasio  Derajat
Desentralisasi selama lima tahun pada
Pemerintah Kabupaten Kediri sudah baik
karena cenderung mengalami kenaikan
setiap tahun dan ini berarti bahwa PAD
memiliki kemampuan yang baik dalam
membiayai modal daerah.

Hal ini terjadi karena PAD di
Kabupaten Kediri cenderung lebih besar
dibandingkan dengan total pendapatan
daerah. Selain itu partisipasi dan kesadaran
masyarakat untuk membayar pajak dan
retribusi daerah sudah baik sehingga
menyebabkan PAD dapat memiliki andil
besar dalam membiayai modal daerah di

Kabupaten Kediri. Untuk  kedepannya
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Pemerintah Kabupaten Kediri diharapkan
dapat menjaga dan lebih meningkatkan
PAD nya dengan mengembangkan potensi-
potensi yang sudah ada maupun menggali

potensi-potensi yang baru.

B. Rasio Kemandirian

18,00% 16,68%
16.00% 15,69%
.00%

14,00% 12.80%
12,00%

10.00% $.03% 8.85%
.03%

8,00%
6,00%
4,00%
2,00%

0,00%
2011 2012 2013 2014 2015

Rasio Kemandirian

Gambar 4.2
Grafik Trend Kemandirian Pemerintah Kabupaten
KedirinTahun Anggaran 2011-2015

Berdasarkan perhitungan rasio
kemandirian Pemerintah Kabupaten Kediri
tahun anggaran 2011-2015 yaitu naik.
Menurut Halim (2014:277) semakin
tinggi angka rasio kemandirian
mengandung  arti bahwa  tingkat
ketergantungan daerah terhadap bantuan
kepada pihak ekstern semakin rendah, dan
demikian pula sebaliknya. Dalam hal ini
Kabupaten Kediri memiliki kecenderungan
naik dari tahun ke tahun, maka kinerja
keuangannya dinyatakan baik dalam
mencukupi kebutuhan pembiayaan untuk
pemerintahan, modal, dan pelayanan
masyarakat Pemerintah Kabupaten Kediri
harus meningkatkan kembali kondisi ini

agar pada periode berikutnya tidak

simki.unpkediri.ac.id
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mengalami penurunan rasio kemandirian
yaitu dengan mengoptimalkan potensi
sumberdaya pendapatan asli daerah dan

mengurangi  ketergantungan  terhadap

bantuan pihak ekstern.

C. Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas

160,00%

140,00% PO 13063% 128320

120,00% 3.82% 106,56%
100,00%%

80.00%

60,00%

40,00%

20,00%

0,00%
2011 2012 2013 2014 2015

Rasio Efekivitas
Gambar 4.3
Grafik Trend Efektivitas PAD Pemerintah
Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2011-2015

Berdasarkan hasil rasio efektivitas
PAD Pemerintah Kabupaten Kediri untuk

tahun  2011-2015 vyaitu  cenderung
menurun.

Menurut Mahmudi (2010)
Kemampuan memperoleh PAD

dikategorikan efektif apabila rasio ini
mencapai minimal 1 atau 100%. Dalam
hal ini untuk rasio efektivitas lebih dari
100% tetapi kecenderungan turun, maka
kinerja pemerintah Kabupaten Kediri tahun
anggaran 2011-2015 dinyatakan efektif
dalam merealisasikan dan melakukan
pemungutan sumber pendapatan asli
daerah.

Menurut uraian dan hasil perhitungan

pada tabel Efektivitas Kinerja Keuangan
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Kabupaten Kediri sudah Efektif karena
rata-rata efektivitasnya di atas 100% yaitu
123,17%. Hal ini disebabkan karena
penerimaan dari sektor pajak dan retribusi
daerah melebihi dari yang dianggarkan
sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Kediri
juga dapat dikatakan memiliki kinerja yang
baik dalam hal merealisasikan PAD yang
telah direncanakan.

Namun untuk tetap mempertahankan
hal tersebut, Pemerintah Daerah harus
terus mengoptimalkan penerimaan dari
potensi pendapatannya yang telah ada.
Inisiatif dan kemauan Pemerintah Daerah
sangat diperlukan dalam upaya
peningkatan PAD. Pemerintah Daerah
harus mencari alternatif-alternatif yang
memungkinkan untuk dapat mengatasi
kekurangan pembiayaannya, dan hal ini
memerlukan  kreatifitas dari  aparat
pelaksanaan  keuangan daerah untuk
mencari sumber-sumber pembiayaan baru
misalnya melalui program kerjasama, dan
juga dengan  mengoptimalkan potensi
sumberdaya pendapatan asli daerah dan
memobilisasi penerimaan PAD sesuai

dengan yang ditargetkan.

simki.unpkediri.ac.id
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Gambar 4.4
Grafik Trend Keserasian (Aktivitas) Pemerintah
Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2011-2015

Berdasarkan perhitungan rasio
aktivitas yang terdiri dari rasio Belanja
Operasional dan rasio Belanja Modal,
untuk rasio Belanja Operasional tahun
2011-2015 adalah cenderung mengalami
penurunan.

Menurut Mahmudi (2007:150) Pada
umumnya  proporsi  belanja  operasi
mendominasi total belanja daerah, yaitu
antara 60-90%. Dalam hal rasio aktivitas
Belanja Operasional Pemerintah
Kabupaten Kediri Tahun anggaran 2011-
2015 menunjukkan proporsi antara 60-90%
dan kecenderungan turun maka kinerja
pemerintah  Kabupaten Kediri  tahun
anggaran 2011-2015 dinyatakan kurang
baik dalam mengalokasikan pendapatan
daerahnya ketiap-tiap kebutuhan
kepemerintahan. Pemerintah Kabupaten
Kediri harus meningkatkan kinerjanya agar

pada periode berikutnya tidak mengalami
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penurunan  rasio  aktivitas  Belanja
Operasional yaitu dengan menganalisis
kebutuhan pemerintahan secara selektif
dan mengalokasikan pendapatannya secara
benar agar tercapainya pertumbuhan
ekonomi yang ditargetkan.

Adapun untuk rasio aktivitas belanja
2011-2015
cenderung mengalami penurunan. Menurut
Mahmudi  (2007:151) Pada umumnya

proporsi  belanja modal terhadap total

modal tahun anggaran

belanja daerah adalah antara 5-20%.
Dalam hal rasio aktivitas belanja modal
pemerintah menunjukkan proporsi antara
5-20% dan kecenderungan turun maka
kinerja pemerintah Kabupaten Kediri tahun
anggaran 2011-2015 dinyatakan kurang
baik dalam mengalokasikan pendapatan
daerahnya ketiap-tiap kebutuhan
kepemerintahan yaitu belanja modal.
Pemerintah Kabupaten Kediri perlu
meningkatkan kinerja agar pada periode
berikutnya tidak mengalami penurunan
rasio aktivitas belanja modal yaitu dengan
menganalisis  kebutuhan  pemerintahan
secara selektif dan  mengalokasikan
pendapatannya  secara  benar  agar
tercapainya pertumbuhan ekonomi yang

ditargetkan.

simki.unpkediri.ac.id

I1911



Simki-Economic Vol. 01 No. 06 Tahun 2017 ISSN : BBBB-BBBB

Artikel Skripsi
Universitas Nusantara PGRI Kediri

E. Rasio Pertumbuhan
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Gambar 4.5
Grafik Trend Pertumbuhan PAD,
Pendapatan,Belanja Operasional dan Belanja Modal
Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran
2011-2015

Berdasarkan hasil perhitungan rasio
pertumbuhan yang terdiri dari rasio
pertumbuhan PAD, rasio pertumbuhan
pendapatan, rasio pertumbuhan belanja
operasional dan rasio pertumbuhan belanja
modal.  Rasio  pertumbuhan  PAD
Pemerintah Kabupaten Kediri fluktuatif
dan positif. Rata-rata Rasio Pertumbuhan
PAD dari tahun 2011-2015 sebesar
35,60%.

Pemerintah Kabupaten Kediri harus
selalu meningkatkan PAD nya dengan cara
mengoptimalkan berbagai macam potensi
yang dimiliki. Dan lebih baik apabila tidak

terlalu bergantung pada bantuan dari
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pemerintah pusat agar bisa lebih mandiri
mengelola daerahnya.

Rasio  pertumbuhan  pendapatan
Pemerintah Kabupaten Kediri tahun 2011-
2015 mengalami penurunan dan kenaikan.
Pertumbuhan pendapatan di nilai positif
tetapi Pemerintah Kabupaten Kediri harus
selalu mengoptimalkan Pendapatan agar
kinerja keuangan daerah bisa meningkat.

Sedangkan untuk rasio pertumbuhan
belanja operasional Kabupaten Kediri
tahun 2011-2015 dikategorikan positif
walaupun menurun pada tahun 2014-2015.
Pertumbuhan belanja modal pada tahun
2011-2015 mengalami pertumbuhan positif
dan negatif. Hal ini berarti kecenderungan
kinerja keuangan Kabupaten Kediri tahun
anggaran 2011-2015 yaitu tumbuh, akan
tetapi masih ada rasio yang belum stabil
dalam mengelola keuangan daerahnya
terlihat masih ada rasio yang mengalami
penurunan pertumbuhan dan bernilai
negatif yaitu dalam rasio pertumbuhan
belanja modal tahun anggaran 2012 dan
2013.

Menurut Halim  (2014:284), Rasio
pertumbuhan (growth ratio) mengukur
seberapa besar kemampuan pemerintahan
daerah dalam  mempertahankan dan
meningkatkan keberhasilan yang telah
dicapai dari periode ke periode berikutnya.

Berdasarkan  perhitungan  Rasio
pertumbuhan PAD, rasio pertumbuhan
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pendapatan, rasio pertumbuhan belanja
operasional dan rasio pertumbuhan belanja
modal tahun 21011-2015 dinilai positif
maka kinerja pemerintah Kabupaten Kediri
dinyatakan meningkat. Meskipun ada satu
pertumbuhan yang bernilai negatif yaitu
pertumbuhan belanja modal yaitu -3,05%.

Upaya pemerintah Kabupaten Kediri
untuk selalu meningkatkan pendapatan
daerahnya bisa  dikatakan  berhasil
meskipun sebagian besar pendapatannya
masih bersumber dari bantuan dari pihak
pusat. PAD masih kecil dibandingkan
dengan bantuan dari pusat. Agar
kedepannya kinerja daerah bisa meningkat
dan optimal lagi maka seharusnya
pemerintah  Kabupaten Kediri  selalu
mengoptimalkan pendapatan daerahnya
dari sektor PAD.

Jika dilihat dari perkembangan Rasio
Pertumbuhan Belanja Operasional dan
Modal bisa dikatakan baik, meskipun
pertumbuhan  Rasio Belanja  Modal
proporsi  jumlahnya masih lebih kecil
dibandingkan dengan jumlah Belanja
Operasional. Apabila pemerintah daerah
berani mengurangi Belanja Operasinya
untuk dialokasikan ke Belanja Modal maka
dapat dikatakan Pemerintah  Daerah
tersebut mengutamakan pembangunan di
daerahnya.

Pemerintah Kabupaten Kediri perlu

mempertahankan kondisi ini bahkan harus
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meningkatkan ~ agar pada  periode
berikutnya tidak mengalami penurunan
atau bernilai negatif rasio pertumbuhan
yaitu dengan menganalisis faktor- faktor
dalam sumber pendapatan dan belanja
daerahnya.
Penutup
1. Simpulan
Kinerja  Pemerintah
Kediri tahun anggaran 2011-2015 jika
dilihat dari Rasio Derajat

Kabupaten

Desentralisasi sudah  baik karena
cenderung mengalami kenaikan setiap
tahunnya, yaitu dari 7,43% tahun 2011
naik menjadi 8,13%% pada tahun 2012
;menjadi 11,35% tahun 2013 dan
menjadi 14,29% pada tahun 2014 tetapi
pada tahun 2015 turun menjadi sebesar
12,56%.

Kinerja ~ Keuangan  Pemerintah
Kabupaten Kediri tahun anggaran
2011-2015 jika dilihat dari Rasio
Kemandirian cenderung naik dan baik
dari tahun ke tahun, yaitu tahun 2011
sebesar 8,03% dan naik pada tahun
2012 menjadi 8,85%%, pada tahun
2013 naik menjadi 12,80% dan tahun
2014 menjadi 16,68% tetapi pada tahun
2015 turun menjadi 15,69%.

Kinerja  Pemerintah  Kabupaten
Kediri dalam merealiasasikan
pendapatan asli daerahnya tergolong

efektif dilihat dari rasio efektifitas
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yakni pada tahun 2011 memiliki rasio
efektifitas sebesar 113,82%, pada tahun
2012  memiliki  rasio  efektifitas
136,50%, 2013 rasio efektifitas
130,63%,tahun 2014 rasio efektifitas
128,32% dan tahun 2015 rasio
efektivitas sebesar 106,56%.
Kinerja  Pemerintah
Kediri tahun anggaran 2011-2015 jika

dilihat dari rasio keserasian dimana

Kabupaten

pembagian proporsi belanja
operasional dan belanja modal terhadap
total belanja daerah kecenderungan
turun dan baik akan tetapi untuk
belanja modal tahun 2012 dan 2015
memiliki proporsi lebih dari ketentuan
umum Vyaitu sebesar 20,27% dan
23,23%.

Pertumbuhan APBD Pemerintah
Kabupaten Kediri tahun anggaran 2011
sampai 2015 menunjukkan bahwa
pertumbuhan pendapatan asli daerah,
pertumbuhan total pendapatan,
pertumbuhan belanja operasinal dan
pertumbuhan belanja modal
menunjukkan  pertumbuhan  yang
positif . Sedangkan pada pertumbuhan
belanja  modal masih  terdapat
pertumbuhan yang negatif pada tahun
2012-2013.

Kinerja keuangan pemerintah daerah

Kabupaten Kediri selama periode
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penelitian (tahun 2011 sampai tahun

2015) secara umum dinyatakan baik.

2. Saran

Pemerintah Kabupaten Kediri
sebaiknya  memperhatikan  belanja

modal sehingga sarana prasarana yang

diharapkan meningkatkan
perekonomian  dan  kesejahteraan
masyarakat.

Lebih mengoptimalkan

penerimaan dari potensi pendapatan
asli daerah yang ada maupun yang
belum diolah agar dapat meningkatkan
pendapatan asli daerah sehingga
ketergantungan terhadap sumber daya
ekstern dapat diminimalkan.
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